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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis
status calon kepala daerah yang terjerat tersangka pidana. Keberadaan calon kepala
daerah yang sedang berhadapan dengan hukum tentu mengganggu upaya
mewujudkan Pilkada yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat sebagaimana
prinsip yang digaungkan oleh Bawaslu RI. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap
harus mengeluarkan biaya dari APBN/APBD untuk memfasilitasi calon yang
sedang berstatus tersangka dalam setiap tahapan Pilkada, begitupun pemilih
dihadapkan dengan pilihan calon yang integritasnya diragukan. Bahkan
keberadaannya justru merugikan pribadi calon dan partai pengusung, karena
berpotensi menurunkan elektabilitas. Selain itu, dari segi moral dan etika juga
menambah daftar penilaian negatif terhadap keberadaan calon yang diduga
sebagai pelaku tindak pidana ini. Regulasi Pilkada yang kini berlaku justru sangat
longgar terhadap eksistensi calon yang berstatus tersangka ini. Undang-Undang
Pilkada melarang setiap calon untuk mengundurkan diri, begitupun parpol atau
gabungan parpol dilarang menarik calonnya yang sudah ditetapkan sebagai
peserta pemilihan (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Pilkada). Bahkan jika calon
yang bersangkutan sengaja mengundurkan diri atau pimpinan partai sengaja
menarik calonnya maka yang bersangkutan dapat dipidana (Pasal 191 dan Pasal
192 Undang-Undang Pilkada). Ketentuan tentang penggantian calon sebagaimana
Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 juga tidak dapat mengatasi keberadaan
calon yang berstatus tersangka ini, lantaran penggantian calon hanya dapat
dilakukan dalam hal terjadi 3 (tiga) kemungkinan yaitu calon dinyatakan tidak
memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap, atau dijatuhi pidana berdasarkan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht).

Kata Kunci : Tujuan Pencalonan Kepala Daerah dan Status Hak Dipilihnya
Calon Kepala Daerah.



Abstract
This study aims to determine and analyze the juridical review of the status of
regional head candidates who are entangled in criminal suspects. The existence of
regional head candidates who are dealing with the law certainly disrupts efforts
to realize democratic, quality, and dignified elections as the principle echoed by
the Republic of Indonesia Bawaslu. The General Election Commission (KPU) still
has to incur costs from the APBN / APBD to facilitate candidates who are status
suspects in each stage of the elections, as well as voters faced with a choice of
candidates whose integrity is doubtful. Even its existence is detrimental to the
personal candidates and bearer parties, because it has the potential to reduce
electability. Besides that, in terms of morals and ethics it also adds to the list of
negative judgments about the existence of candidates suspected of being
perpetrators of this crime. Election regulations that are now in effect are very
loose on the existence of this suspect status. The Election Law prohibits any
candidate to resign, as well as political parties or a combination of political
parties are prohibited from withdrawing their candidates who have been
determined as election participants (Article 53 paragraph (1) of the Election
Law). Even if the candidate concerned deliberately resigns or the party leader
intentionally withdraws the candidate then the person concerned can be convicted
(Article 191 and Article 192 of the Election Law). Provisions regarding the
replacement of candidates as Article 78 PKPU Number 3 of 2017 also cannot
overcome the existence of this suspect status, because the replacement of
candidates can only be done in the event of 3 (three) possibilities, namely the
candidate is not fulfilling health requirements, permanently absent, or sentenced
criminal law based on court decisions that have permanent legal force (in kracht).

Keywords: Objectives of Regional Head Nomination and Status of the Right to
Chosen Regional Head Candidates.

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Salah satu ciri dari Negara hukum adalah adanya pergantian

kepemimpinan pemerintahan secara tertib lewat mekanisme pemilihan umum



(Pemilu). Pemilu  merupakan suatu instrumen dalam berdemokrasi di

Indonesia.

Salah satu konsepsi modern awal mengenai demokrasi diajukan oleh
Joseph Schumpeter (mazhab Schumpeterian) sebagaimana dikutip oleh Irvan
Mawardi dalam bukunya yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan
umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi suatu sistem politik

untuk dapat disebut demokrasi.

Oleh karenanya penyelenggaraan pemilihan umum harus senantiasa
didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai
konsekuensi atas terwujudnya suatu negara yang demokratis. Pasal 22E
ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa Pemilihan Umum
diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional,
tetap dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan
perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan
demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan
bernegara. Disamping itu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sangat luas terdiri dari beribu-ribu pulau, dengan jumlah penduduk yang
banyak dan menyebar di seluruh Nusantara serta memiliki kompleksitas
nasional menuntut keberadaan penyelenggara pemilihan umum yang

professional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 Rumusan Masalah



Berdasarkan latar belakang di atas muncul sebuah permasalahan
Bagaimana Status hak dipilih dari calon kepala daerah yang terjerat

tersangka kasus pidana?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui status hak dipilih dari

calon kepala daerah yang terjerat tersangka kasus pidana.

1.4 Manfaat Penelitian
Hasil Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat
sebagai berikut :

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap
perkembangan hukum, khususnya yang berkaitan dengan keabsahan
status hak dipilih dari calon kepala daerah yang terjerat tersangka kasus
pidana.

2. Secara praktis untuk memberikan gambaran kepada masyarakat
bahwasanya keabsahan status hak dipilih dari calon kepala daerah yang
terjerat tersangka kasus pidana sangat bertentangan dengan undang-
undang pemilu maupun undang-undang pilkada.

1.5 Metode Penelitian
Penulisan sebuah karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk
menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang
ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti
harus memiliki proses berpikir yang baik dan benar secara ilmiah, sehingga

dapat menghasilkan karya ilmiah yang baik dan benar. Adapun metode yang



penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi tipe penelitian, pendekatan
masalah, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan bahan hukum dan
teknik analisis bahan hukum.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yang sifatnya
normatif dengan memiliki beberapa pendekatan, yang mana pendekatan
tersebut akan membantu penelitian dalam memperoleh informasi
mengenai permasalahan yang akan dicarikan jawabannya melalui
pendekatan tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam
penyusunan karya ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan,
dalam penelitian ini penulis menggunakan penafsiran Undang-Undang
secara Ekstensif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan
dengan isu hukum yang diketengahkan.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka
penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun kepentingan
hukum untuk akademisi.! Hal itu dilakukan guna meneliti bagaimana
status hak dipilih dari calon kepala daerah yang terjerat tersangka kasus
pidana. Pendekatan konseptual dilakukan manakala penulis tidak
beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang
belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

Saat menggunakan pendekatan konseptual penyusun perlu merujuk

!Dyah Octhorina Susanti dan A’an Efendy, 2014, Penelitian Hukum( Legal Research), Sinar
Grafika, Jakarta, him 110



prinsip-prinsip hukum vyang dapat ditemukan dalam pandangan-
pandangan sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum. 2
1.5.2 Jenis Penelitian
Peneelitian ini adalah penelitan deskriptif yang menggambarkan
dan menjelaskan Status ke absahan pencalonan Kepala Daerah yang
Terjerat Tersangka Kasus Pidana.
1.5.3 Bahan Hukum
Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum.
Tanpa bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu
hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang
dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.®

Pada penelitian karya ilmiah ini penyusun menggunakan sumber bahan

hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif (bahan hukum yang bersifat mengikat) artinya mempunyai
otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,
catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim.* Bahan hukum primer yang
digunakan penyusun dalam karya ilmiah ini perundang-undangan

yang mengatur calon kepala daerah adalah:

2lbid, HIm.115

%lbid, HIm.115

4 Petter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Group, Jakarta, HIm.
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a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¢. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang

2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang
hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, dan jurnal-jurnal.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya: Kamus
Hukum, internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melaalui buku-buku
tentang hukum, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan sumber lain
yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis.

Pengumpulan data hukum dilakukan dengan cara mencatat segala

informasi terkini tentang isu dalam penelitian. Disamping itu juga

penelitian dilakukan melalui meneliti buku-buku literatur untuk
mendapatkan landasan teoritis pendapat para ahli.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum



Data yang diperoleh dari ini ada 2 macam yang pertama data
perundangan akan dilakukan inventarisasi (mengumpulkan bahan
hukum), kemudian melakukan sistemisasi (melakukan pengurutan
sesuai dengan pengelompokan pembahasan). Dengan metode kualitatif
artinya dalam bentuk kalimat-kalimat yang di susun secara sistematis
berdasarkan pada asas dan prinsip hukum yang berlaku. Sedangkan data
hasil wawancara dipergunakan untuk menguatkan data primer yang di

peroleh dari studi pustaka.



BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjaun Yuridis Stastus Calon Kepala Daerah Yang Terjerat Kasus Pidana.

Pemilahan kepala pemerintahan (pusat dan daerah) secara langsung
merupakan terobosan besar bagi bangsa Indonesia dalam proses demokrasri
di Indonesia. Bila sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kini dipilih secara langsung oleh
rakyat. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mulai tahun 2004 adalah
peristiwa tonggak sejarah pertama bagi bangsa Indonesia ketika rakyat secara
langsung memilih pemimpinnya. Ini terjadi berkat amandemen konstitusi
Udang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil
amandemen Pasal 6A ayat (1) mengatakan, “Presiden dan Wakil Presiden
dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. “Pemilihan secara
langsung juga diterapkan dalam memilih Kepala Daerah (Gubernur, Bupati,
dan Walikota). Meskipun dalam kostitusi tidak disebutkan secara eksplisit
bahwa Kepala Daerah dipilih secara langsung, namun tafsir tentang
kata”dipilih secara demokratis” pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar
1945 dapat diartikan Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.
Memang, bunyi “dipilih secara demokratis” bisa juga ditafsirkan tidak harus
dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi melalui wakil-wakilnya di DPRD.
Namun sebagaimana diketahui, implementasi Pemilihan Kepala Daerah
melalui DPRD pada masa lalu mendapat kritikan yang tajam dari banyak

kalangan. Praktek pemilihan Kepala Daerah pada saat itu penuh nuansa



oligarki dari seglintir elite DPRD dan pimpinan partai. Politik oligarki ini
tentu demi kepentingan status quo elite disatu sisi dan manipulasi
kepentingan rakyat disisi lain. Selain itu, mekanisme Pemilihan Kepala
Daerah melalui DPRD cenderung menciptakan ketergantungan Kepala
Daerah terhadap DPRD. Dampaknya, Kepala Daerah lebih bertanggung
jawab kepada DPRD dari pada kepada rakyat. Atas dasar itu dapat dipahami
bila rakyat mendesak agar Kepala Daerah juga dipilih secara langsung seperti
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Kepala Daerah secara
langsung memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan melalui sistem
perwakilan. Kelebihan tersebut, antara lain:

1. Memutus politik oligarki yang dilakukan sekelompok elite dalam
penentuan Kepala Daerah.

2. Memperkuat checks and balance dengan DPRD.

3. Legitimasi yang kuat karena mendapat mandat langsung dari rakyat.

4. Menghasilkan Kepala Daerah yang akuntabel.

5. Menghasilkan Kepala Daerah yang lebih peka dan responsive terhadap
tuntutan rakyat.

Desakan dari masyarakat tersebut direspon oleh Pemerintah dengan
menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, regulasi Tentang pelaksanaan
Pilkada langsung diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 119. Sebagai

turunan dari Undang-Undang tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
melalui regulasi itu.

Berkaitan regulasi Pilkada, proses pencalonan oleh Partai Politik, persoalan
pendaftaran pemilih, indepedensi penyelenggara, netralitas birokrasi, dan
konflik hasil Pilkada yang ditangani oleh Mahkamah Agung. Catatan kritis
ini diberikan dalam rangka untuk perbaikan kedepan yang lebih baik bagi
penyelengaraan Pilkada sehingga proses demokrasi ditingkat lokal lebih baik
dan berkualitas.

Pengaturan tentang Pilkada langsung diatur melalui Undang-Undang
Pemerintahan Daerah, vyaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Undang-undang ini selain mengatur tentang Otonomi Daerah juga mengatur
mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.
Pengaturan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah menjadi satu paket dengan
Pengaturan Otonomi Daerah dalam satu wadah Undang-Undang tentang
Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi yang jauh bagi Pilkada itu
sendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menganggap bahwa pilkada
bukan bagian dari Pemilihan Umum (Pemilu) tetapi bagian dari
Penyelengaraan Pemerintahan Daerah, sehingga kemudian Pilkada bukan
bagian dari Rezim Pemilu tetapi bagian dari Rezim Pemda. Ini berarti Pilkada
dianggap bukan Pemilu.

Menganggap Pilkada bukan Pemilu jelas bertentang dengan konstitusi atau

Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi entah mengapa kedua Pasal tersebut
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dipertentangkan sehingga kemudian pemerintah menganggap Pilkada bukan
Pemilu tetapi bagian dari Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam
Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, prinsip Penyelenggaraan Pemilu
berlaku untuk semua Pemilu termasuk Pilkada. Dengan demikian, akan
menjadi aneh bila ada orang yang bependapat bahwa Pilkada bukan Pemilu.
Sebagian dari Pemilu dengan berbagai alasan antara lain bahwa mekanisme
dan proses Penyelengaraan Pilkada merujuk pada mekanisme dan proses
Penyelengaraan Pemilihan Umum. Oleh karena itu, acuan Undang-Undang
yang akhirnya menunjuk KPUD sebagai organ Penyelenggara Pilkada, secara
hukum tidak taat azas dan menyalahi aturan misalnya dalam hal sifat KPU
yang bersifat nasional. KPUD sebagai penyelengara Pilkada, yang tidak perlu
mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada KPU, menyalahi hierarki
kewenangan dalam KPU. Oleh sebab itu, Pilkada adalah domain urusan
Pemilu.

Atas dasar gugatan itu, Mahkamah Konstitusi (MK) pada 21 maret 2005
mengeluarkan keputusan yang menerima gugatan beberapa KPUD dan LSM
tersebut. Dalam keputusannya, Mahkamah Kostitusi (MK) menyatakan:

1. Mahkamah Konstitusi (MK) mengembalikan peran DPRD sesuai
fungsinya dalam hal Pilkada.

2. Meniadakan mekanisme pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD tetapi
kepada publik, dalam bentuk antara lain, memberikan laporan pelaksanaan
Pilkada kepada DPRD dan masyrarakat melalui media masa (public notice)

mengembalikan kewenangan pembatalan pasangan calon kepada KPUD.
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Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemerintah kemudian
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Namun Peraturan
Pemerintah  tersebut tidak secara substansif ~mengubah tentang
pertangungjawaban KPUD. Pasal 6 huruf ¢ Peraturan Pemerintah tersebut
hanya mempertegas klausul yang menyatakan bahwa “KPUD berkewajiban
laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pemilihan dan menyampaikan

informasi kegiatannya kepada masyarakat’.

Dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Pilkada masuk dalam
Rezim Pemilu dan posisi KPUD dibawah KPU. Jadi antara KPUD dengan
KPU ada hubungan hirarki. Bahkan dalam Undang-Undang ini disebutkan,
apabila KPUD tidak bisa melaksanakan tahapan Pemilu, KPU akan
mengambil alih kewenangan tersebut. Pasal 112 ayat (3) menyebutkan,
“apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan
Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setinkat diatasnya”.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini juga menghapus kewenangan
DPRD dalam rekruitmen Anggota Pengawas Pilkada. Sebagaimana diketaui,
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 57 ayat (3) mengatakan,
“ dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah yang anggotanya terdiri atas unsur Kepolisiaan,
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Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Pers, dan Tokoh Masyarakat”. Selanjutnya
pada Pasal yang sama pada ayat (7) menyebutkan, “Panitia Pengawas
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan bertanggungjawab
kepada DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporannya”. Dengan proses
pembentukan seperti ini tentu saja membuat Panwas Pilkada menjadi tidak
independen dan tidak mandiri sehingga akan memunculkan peluang
intervensi dari DPRD, yang terdiri dari partai-partai politik yang notabene
telah mencalonkan kandidat Kepala Daerah yang sedang diawasi oleh Panwas
Pilkada.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, maka
kewenangan DPRD membentuk Panwas Pilkada tidak ada lagi. Dalam
undang-undang ini mengatakan bahwa untuk mengawasi penyelengaraan
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, dibentuk
Panwaslu Provisnsi, Panwaslu Kabupaten/kota dan Panwaslu Kecamatan
serta Pengawas Pemilu Lapangan yang bertugas melakukan pengawasan
terhadap tahapan-tahapan Penyelengaraan Pemilu Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah Provinsi diwilayah kerja masing-masing. Untuk mengawasi
penyelengaraan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Panwaslu
Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan yang bertugas melakukan
pengawasan terhadap tahapan-tahapan penyelengaraan Pemilu Kepala Daerah
Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing.

Salah satu tahap paling penting dalam penyelengaraan pilkada selain tahap

pendaftaran pemilihan, kampanye pasangan calon, pemberian suara dan
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penghitungan suara serta pengumuman hasil pilkada. Melalui tahap
pencalonan, tidak hanya terjadi interaksi antara partai-partai dan para
kandidat yang berniat menjadi kepala daerah, melainkan juga tarik-menarik
dan tawar-menawar di antara partai-partai. Dinamika politik pilkada terutama
tampak pada tahap pencalonan karena terjadi kerja sama, kesepakatan dan
akhirnya koalisi antar partai tentang pasangan kandidat yang diusulkan
kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat. Dalam proses
pencalonan ini tidak jarang terjadi konflik internal didalam satu partai apabila
tidak ada kesepakatan di antara pimpinan partai.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
yang di dalamnya mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung,
dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah menyebutkan bahwa proses pencalonan kepala daerah
dilakukan melalui partai politik. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 mengatakan bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah diajukan oleh partai politik. Kemudian dalam Pasal 59 ayat (2)
dalam Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa partai politik atau
gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila
memenuhi persyaratan perolehan suara sekurang-kurangnya 15% dari jumlah
kursi DPRD atau dari akumulasi perolehan suara sah.

Sehubungan dengan aturan tersebut dapat dikatakan bahwa proses pencalonan

dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya melalui partai
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politik. Dengan adanya ketentuan ini maka keberadaan calon independen
tidak dimungkinkan. Hal ini karena regulasi pilkada sudah mematok bahwa
satu-satunya pintu pencalonan adalah melalui partai politik, yang secara
formal terbuka, bak bagi anggota dan pengurus partai politik maupun bagi
kandidat perseorangan yang bukan anggota partai politik.

Hal yang harus dicatat adalah meski proses pencalonan hanya melalui partai
politik, pada praktik pilkada secara langsung telah membuka peluang
berbagai elemen masyarakat untuk menjadi kandidat diluar para politisi yang
berasal dari partai politik. Selain politisi partai, kepala daerah yang sedang
menjabat (incumbent) dan birokrat, peraturan dalam pilkada juga diminati
oleh para pengusaha, purnawirawan TNI/Polri, dan kalangan professional lain
serta aktivis LSM.

Secara garis besar, proses penjaringan calon yang dilakukan oleh partai
politik terdiri atas empat cara:

a. Partai membuka penjaringan internal dengan mengundang tokoh-tokoh
yang

mereka calonkan. Biasanya partai telah memiliki beberapa target orang yang
akan dicalonkan, lalu diundang untuk hadir dalam penjaringan internal. Di
forum ini, para calon tersebut diminta menyampaikan visi dan misinya
kepada seluruh pengurus daerah. Penentuan calon terpilih dilakukan dengan
pemungutan suara atau berdasarkan rangking. Forumnya biasa disebut

dengan konvensi.
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b. Partai membuka publikasi pendaftaran bagi yang berminat untuk
mengikuti penjaringan internal. Nama-nama yang mendaftarkan itu kemudian
diundang dan diminta menyampaikan visi dan misi. Biasanya partai
membentuk tim penjaringan untuk melakukan semacam fit and proper test,
lalu tim inilah yang menentukan berdasarkan rangking.

c. Partai melakukan penjaringan internal secara tertutup dengan cara
membentuk tim penjaringan atau tim seleksi. Tim inilah yang bertugas
menjaring dan menyeleksi nama-nama yang ditargetkan lalu melaporkan hasil
kerjanya dalam rapat partai. Nama-nama yang ditargetkan dibuat rangking
untuk menentukan urutan lobi. Tim ini juga memperhitungkan kelayakan
kader internal untuk dicalonkan. Rapat penguruslah yang menetapkan siapa
nama yang akan dilobi untuk menjadi calon kepala daerah.

d. Pemilihan calon kepala daerah dilakukan melalui forum Musyawarah
Daerah (Musyda). Cara ini tidak lazim untuk menetapkan calon kepala daerah
karena Musyawarah Daerah adalah forum untuk memlilih pengurus daerah
yang baru. Tetapi jika partai politik telah memiliki calon yang akan diusung,
lalu ada dukungan kuat dari para pengurus daerah, maka biasanya forum ini
digunakan untuk membuat rekomendasi pencalonan. Dalam proses
penjaringan calon ini, tampaknya yang aktif melakukan “pendekatan” adalah
calon itu sendiri, bukan partai politik. Ini terlihat dari berita di koran-koran
(lokal) dimana para calon tersebebut mendatangi partai-partai politik dan

mendaftarkan diri mereka ke partai-partai tersebut.
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Meski dalam aturan dimana mekanisme internal partai atau gabungan partai
dalam proses pencalonan mesti “demokratis dan transparan”, namun dalam
realitanya hampir semua proses pencalonan pilkada yang telah berlangsung
selama ini mengabaikan urgensi akses publik. Pada umumnya masyarakat di
daerah tidak mengetahui bagaimana sesungguhnya proses seleksi calon oleh
partai atau gabungan partai politik. Selain itu, sudah menjadi rahasia umum
bahwa para kandidat harus menyetor sejumlah uang ke partai atau gabungan
partai yang bersedia menjadi ‘perahu’ dalam pencalonan pilkada. Nilai uang
diperkirakan ratusan juta hingga miliaran rupiah, tergantung hasil negosiasi
dan kesepakatan para kandidat dan partai atau gabungan partai, serta juga
wilayah pilkada, apakah merupakan daerah potensial secara ekonomi atau
daerah minus.

Masalah netralisasi birokrasi juga menjadi persoalan. Birokrasi sering kali
terlibat dalam politik praktis pada pelaksanaan pilkada. Keterlibatan birokrasi
dalam politik praktis ini dilakukan dengan menjadi anggota tim sukses salah
satu calon. Beberapa kasus dimana calon incumbent maju dalam pilkada,
kecenderungan yang terjadi adalah adanya keterlibatan birokrasi. Di sini
birokrasi digerakkan untuk mendukung keberhasilan calon incumbent
memperoleh kemenangan dalam pilkada. Sehubungan dengan itu, perlu
dibuat aturan yang tegas dan sanksi yang berat kepada para birokrasi yang
tidak netral pada saat pelaksanaan pilkada.

Meski terdapat sejumlah kekurangan dan kelemahan dalam pilkada langsung,

kita harus sepakat bahwa mekanisme suksesi kepemimpinan lewat pilkada
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langsung tetap kita pertahankan sebagai bentuk terbaik bagi rekritmen
kepemimpinan di tingkat lokal. Memang kita akui di beberapa daerah dalam
pelaksanaan pilkada tidak atau belum menghasilkan kepala daerah yang
sesuai dengan harapan masyarakat. Kesalahan itu bukan dari mekanisme
pilkada itu sendiri, tetapi pada mekanisme rekruitmen yang dilakukan oleh
partai-partai politik dalam menentukan kandidatnya.

Menurut Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 13,
syarat-syarat calon kepala daerah, yaitu:
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17
agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
4. Telah mengikuti ujian publik kompetensi dan integritas.
5. Berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan 25 tahun untuk
Calon Bupati atau Walikota.
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara.
8. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah diperoleh kekuatan hukum tetap.
9. Tidak pernah melakukan tindakan tercela.

10. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
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11. Belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, dan/atau walikota
selama  dua kali masa jabatan yang sama.
12. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya.

Dalam persyaratan calon kepala daerah tidak ada yang menyebutkan
bahwa calon kepala daerah tidak boleh berstatus sebagai tersangka. Yang
boleh dipersyaratkan adalah calon kepala daerah tidak pernah sebagai
terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
Sehingga calon kepala daerah yang berstatus sebagai tersangka masi sah
sebagai calon kepala daerah.

Perbedaan antara tersangka, terdakwa, dan terpidana yaitu :

1. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,
berdasarkan bukti permulaannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Status tersangka disematkan kepada pelaku yang diduga melakukan tindak
pidana, dan prses pemeriksaannya masih dalam tahap penyelidikan dan
penyidikan, belum masuk kedalam tahap persidangan.

2. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili
disidang pengadilan. Saat tahap pemeriksaan naik dalam persidangan, maka
statusnya berubah menjadi terdakwa.

3. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh hukum tetap. Setelah hakim memutuskan bahwa
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terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dikenakan sanksi tertentu,
maka status terdakwa naik menjadi terpidana.

Hingga, keberadaan calon kepala daerah yang berstatus tersangka bahkan
sebagian statusnya naik sebagai terdakwa di Provinsi Lampung, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Jombang, Kabupaten Subang, dan belum
lama ini kembali muncul di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Maluku
Utara.

Seluruh calon tersebut semua terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus korupsi. Jumlah
tersebut belum termasuk beberapa calon yang hendak diumumkan oleh KPK
lantaran juga disangka melakukan tindak pidana korupsi.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Undang-Undang
Pilkada, calon kepala daerah yang berstatus tersangka tetap diakomodasi
sebagai peserta pemilihan.

Tidak ada larangan bagi seseorang yang sedang berstatus tersangka untuk
mendaftar sebagai calon kepala daerah, bahkan tidak ada kewajiban dalam
Undang-Undang Pilkada untuk mengundurkan diri atau calon yang
bersangkutan didiskualifikasi oleh penyelenggara pemilihan apabila terjerat
kasus hukum.

Undang-Undang Pilkada justru mengakomodasi dalam hal calon kepala

daerah yang berstatus tersangka terpilih, yang bersangkutan tetap dilantik
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menjadi kepala daerah (Pasal 163 ayat (6) dan Pasal 164 ayat (6) Undang-
Undang Pilkada).

Mengatur keberadaan calon yang berstatus tersangka dalam kontestasi
Pilkada bagaikan peribahasa “bagai makan buah simalakama”. Di satu sisi,
tersangka merupakan status hukum yang dilekatkan bagi seseorang/badan
hukum yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan
(minimal 2 bukti) patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka
14 KUHAP).

Artinya, yang bersangkutan masih diduga dan belum tentu terbukti
sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karenanya, kurang tepat jika alasan status
‘tersangka’ digunakan untuk membatasi hak politik seseorang.

Keberadaan calon kepala daerah yang sedang berhadapan dengan hukum
tentu mengganggu upaya mewujudkan Pilkada yang demokratis, berkualitas,
dan bermartabat sebagaimana prinsip yang digaungkan oleh Bawaslu RI.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap harus mengeluarkan biaya dari
APBN/APBD untuk memfasilitasi calon yang sedang berstatus tersangka
dalam setiap tahapan Pilkada, begitupun pemilih dihadapkan dengan pilihan
calon yang integritasnya diragukan.

Bahkan keberadaannya justru merugikan pribadi calon dan partai
pengusung, karena berpotensi menurunkan elektabilitas. Selain itu, dari segi
moral dan etika juga menambah daftar penilaian negatif terhadap keberadaan

calon yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ini.
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Regulasi Pilkada yang kini berlaku justru sangat longgar terhadap
eksistensi calon yang berstatus tersangka ini. Undang-Undang Pilkada
melarang setiap calon untuk mengundurkan diri, begitupun parpol atau
gabungan parpol dilarang menarik calonnya yang sudah ditetapkan sebagai
peserta pemilihan (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Pilkada).

Bahkan jika calon yang bersangkutan sengaja mengundurkan diri atau
pimpinan partai sengaja menarik calonnya maka yang bersangkutan dapat
dipidana (Pasal 191 dan Pasal 192 Undang-Undang Pilkada).

Ketentuan tentang penggantian calon sebagaimana Pasal 78 PKPU
Nomor 3 Tahun 2017 juga tidak dapat mengatasi keberadaan calon yang
berstatus tersangka ini, lantaran penggantian calon hanya dapat dilakukan
dalam hal terjadi 3 (tiga) kemungkinan yaitu calon dinyatakan tidak
memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap, atau dijatuhi pidana
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht).

Persoalan tersebut makin menimbulkan ketidakpastian hukum dengan
munculnya wacana penundaan proses hukum calon yang sedang terjerat kasus
hukum selama proses/tahapan Pilkada berlangsung.

Bagaimanapun juga, penegakan hukum tidak boleh dihambat oleh agenda
politik, meskipun alasan keamanan menjadi tamengnya. Regulasi Pilkada
yang tidak menghendaki adanya pengunduran diri dan penarikan calon meski
sedang terjerat kasus hukum perlu ditinjau ulang, karena dalam praktiknya
rentan dikalahkan dengan kekuatan politik sebagaimana yang kini terjadi

(usulan penundaan proses hukum untuk agenda politik).
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Persoalan ini menjadi sangat krusial dalam penataan regulasi Pilkada.
Mengingat pencegahan terhadap timbulnya kejahatan, baik korupsi atau
tindak pidana lain dilingkungan pemerintahan harus dilakukan sejak prosedur
pengisian jabatan.

Maka penulis mengajukan 2 (dua) alternatif untuk mengatasi persoalan
ini, pertama mengajukan pengujian Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah
Konstitusi (MK) terkait keberadaan norma yang melarang mekanisme
pengundurdan diri dan penarikan calon, serta untuk menguji norma yang
mengatur tetap dilantiknya calon kepala daerah yang berstatus tersangka jika
ternyata yang bersangkutan terpilih.

Kedua, agar tidak berlarut menimbulkan Kketidakpastian hukum,
diperlukan kajian ulang oleh pembentuk Undang-Undang Pilkada mengenai
perubahan terhadap regulasi ini.

Seperti contoh kasus Syahri Mulyo, Bupati terpilih Kabupaten
Tulungagung periode 2018-2023 dinonaktifkan. Pada saat yang sama juga,
Wakil Bupati terpilin Tulungagung, Maryoto Wibowo, diangkat menjadi
pelaksana tugas atau bupati. Penonaktifan tersebut dilatarbelakangi status
Syahri sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur jalan di
Tulungagung, dan tengah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK).

'Keunikan' ini tidak hanya sekali terjadi dalam pemerintahan daerah.
Pada 2017, Gubernur Sulawesi Tenggara Saleh Lasata melantik Bupati

terpilih Buton Samsu Umar Abdul Samiun yang tersangkut kasus suap hakim
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konstitusi Akil Mochtar dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala
daerah. Setelahnya, Samsu Umar langsung dinonaktifkan dan Wakil Bupati
Buton La Bakry diangkat menjadi Bupati Buton.

'Keunikan' ini bukan tanpa dasar hukum. Perubahan Kedua Undang-
Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yaitu Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 164 ayat (4), (5), (6), (7), dan (8)
menerangkan bahwa pelantikan calon bupati dan wakil bupati serta wali kota
dan wakil wali kota terpilih tetap dilaksanakan meskipun yang bersangkutan
meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, ditetapkan menjadi
tersangka, ditetapkan menjadi terdakwa, atau ditetapkan menjadi terpidana

berdasarkan putusan pengadilan yang inkracht.
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BAB 111
PENUTUP
4.1 Kesimpulan:

Tidak ada ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur
bahwa jika Calon Kepala Daerah ditetapkan menjadi tersangka suatu tindak
pidana maka tidak bisa dipilih menjadi kepala daerah. Calon Kepala Daerah
hanya disyaratkan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4.2 Saran:

Peran pemerintah sangatlah penting dalam mengatasi masalah ini
terutama pihak Kepolisian, KPK dan para penegak hukum lainnya yang
bekerjasama dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum). Agar lebih selektif lagi
terhadap calon kepala daerah yang ingin menjadi kepala daerah dan memberi
standart persyaratan yang baik agar kedepannya Calon Kepala Daerah bisa
mengemban amanat dari masyrakat dan tidak ada lagi Calon Kepala Daerah

yang terjerat kasus pidana.
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